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KEPALA DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA KARANGGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGGEDANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang
tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2023;

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

I EEEEE——————— |
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03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 \
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia |
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 1
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ;

04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321,

05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5558), sebagaiman telah diubah telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5864);

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);
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08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
960),

09 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 2022 Nomor 1295);

10 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun
2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor
68);

11 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah
dengan Peratutan Bupati Purworejo Nomor 170
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berta
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor
170);

12 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun
2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2022 nomor 102 Seri E Nomor 92);

13 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun
2022 Tentang Penjabaran Anggaran Dan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2022 nomor 103 Seri A Nomor 8);

14 Peraturan Desa Karanggedang Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Kewenangan Desa Karanggedang
(Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019
Nomor 4);

15 Peraturan Desa Karanggedang Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Desa Karanggedang Tahun Anggaran
2023 ( Lembaran Desa Karanggedang Tahun
2022 Nomor 7).

16 Peraturan Desa Karanggedang Nomor 2 Tahun
2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja
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Pemerintah Desa (Perubahan RKP Desa) Desa
Karanggedang Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran
Desa Karanggedang Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDANG

Dan

KEPALA DESA KARANGGEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG

TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGGEDANG Tahun Anggaran 2023
bertambah /berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
a. Semula
b. Bertambah/ (Berkurang)
Jumalh Pendapatan Setelah Perubahan
2. Belanja Desa
a. Semula
b.' Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Surplus/(Devisit) setelah perubahan
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan :
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan:
Selisih pembiayaan setelah perubahan
(3.1-3.2)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran
setelah perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

:Rp
: Rp.
:Rp

:Rp
: Rp.
:Rp
: Rp.

: RP.
: Rp.
Rp.

: Rp.
: Rp.
Rp.
: Rp.

: Rp.

. 1.407.987.910,00
0,00
. 1.407.987.910,00

. 1.384.904.273,00
0,00
. 1.384.904.273,00
23.083.637,00

6.916.363,00
0,00
6.916.363,00

30.000.000,00

0,00
30.000.000,00
(23.083.637,00)

0,00
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Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa Karanggedang.

S RSB
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Mormor 3

Tarr a3
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RFP) BERTAMBAH | ETERANGAN
SEMULA MENJAD! { BERKURANG )
1 2 3 4 E §

4. PENDAPATAN
41 Perdapatan Asli Desa 6.600.000.00 £.600.000,00 Q.00
42 Pendapatan Transfer 1.400.627.510,00 1.400 637 910.00 0.00
a3 Pendapatan Lainain 750 000,00 750.000.00 0.00

JUMLAH PENDAPATARN 1.407.987.910,00 1.407.987 910,00 0,00
5. BELANJA
51 Belanja Pegawai 269.893.608,00 269 893 608,00 0.00
52, Belanja Barang dan Jasa 365.384.305.00 391.859 305,00 26.565.000,00
53 Belanja Modal 648.816.360,00 622.251.360,00 (26.565.000,00)
54, Belanja Tidak Terduga 100.800.000,00 100.600 000,00 0.00

JUMLAH BELANJA 1.384.904.273,00 1.384.904.273,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 23.083.637,00 23.091.637,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penorimaan Pemblayaan 6.916.363,00 6.9168.363,00 0,00
611 SILPA Tahun Sebelumnya 6,916.383,00 6.916.363.00 0,00
0.2, Pengeluaran Pemblayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
622 Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTC (22.003.037,00) (23.083.637,00) 0,00

w 002023 11.67.60 Halaman |
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ANGGARAN (RP
KODE REK URAIAN L ST KETERANGAN
SEMULA MENJAD| ( BERKURANG )
1 2 3 4 [ 6
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00
, 31 Juli 2023
KEPALA
KARANGG
Halaman 2
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Nomor : 3

Tahun : 2023
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ —_—
SEMULA MENJADI { BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7
1. PENDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 6.600.000,00 6.5600.000,00 0,00
411, Hasll Usaha Desa 6.600.000,00 6.500.000,00 0,00
42, Pendapatan Transfer 1.400.637.910,00 1.400.637.910,00 0.00
421, Dana Desa 968.149.000,00 858.145.000,00 0.00
422 Bagi Hasd Pajak dan Retrbusi 23.053.990,00 23.053.950,00 0,00
423. Alokasi Dana Desa 280.434 920,00 280.434 920,00 000
424 Bantuzn Keuangan Provinsi 90.000.000,00 S0.000.000,00 0,00
425 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00
43. Pendapatan Lain-lain 750.000,00 750.000,00 0,00
436. Bunga Bank 750.000,00 750.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAM 1.407.987.810,00 1.407.887.910,00 0,00
2. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 417.875.273.00 411255273 (5.620.000
1.1 :::.yglenggam Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 363.685.401.00 363.685.401.00 0.00
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 29.119.680,00 29.119.680,00 0.00
1101 | 51. Belanja Pegawai 29.119.680,00 29.119.680,00 000
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 220.824.240,00 220.824.240,00 0,00
1102 | 51. Belanja Pegawai 220.824 240,00 220.824 24000 0,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.349.688,00 1.349.688,00 0,00
Halaman 1
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Printea by Siskeudes 31/08/2023 12.00 53

KODE REK URAIAN el BERTAMAA SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )
1 2 3 4 6 6 T
1103 | 51, Belanja Pegawal 1.348 668,00 1.349.680,00 0,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di 17.088.230,00 17.088.230,00 0,00
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 17.088.230,00 15.248.230,00 (1.840.000,00)
1.1.04 | 53, Belanja Modal 0,00 1.840.000,00 1.840 000,00
1.1.05 Penyedlaan Tunjangan BPD 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00
1.1.05 | 51. Belanjs Pegawal 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, 1.309.563,00 1.309.563,00 0,00
1108 | 52 Belan/s Barang dan Jasa 1.309.563,00 1.309.563,00 0,00
1.1.07 Penyediaan [nsentif/Operasional RT/RW 39.000.000,00 39,000.000,00 0,00
1.1.07 | 52 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00
1.1.08 Penyediaan Operaslonal Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 29.044.000,00 29.044.000,00 0,00
1.1.08 | 52. Belanja Barang dan Jasa 25.044.000,00 29.044.000,00 0,00
1.1.91 Pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja non perangkat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
1.1.91 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.600 000,00 6.600.000,00 0,00
1.1.99 Lain-lain Sub Bidang Sitap dan Operasional Pemerintahan Desa 750.000,00 750.000,00 0,00
1199 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750 000,00 0,00
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 6.374.360,00 6.374.360,00 0,00
1203 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ™) 6.374.360,00 6.374.360,00 0,00
1203 | 53. Belanja Modal 6.374.360,00 6.374.360,00 0,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 11.982.000,00 11.982.000,00 0,00
Kearsipan e
1.3.06 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 11.982.000,00 11.982.000,00 0,00
1305 | 52 Belan)a Barang dan Jasa 11.982.000,00 11.982.000,00 0,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 35.833.512.00 29.213.512.00 (6.620.000,00)
Pelaporan
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00
1402 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00
Halaman 2
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KODE REK URAIAN — i (RP)M T ( :Zg;ﬁ”ﬂi:’g ) SUMBERDANA
1 2 3 4 5 6 ¥
14.03 Penyustunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 0,00 3.330.000,00 3.330.000,00
1403 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.330.000,00 3.330.000,00
1411 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lon 32.100.000,00 19.250.000,00 (12.850.000,00)
1.411 | 52 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00 19.250 000,00 (12.850.000,00)
1.4.91 Penataan Fornasi dan Penglsian Perangkat Desa 3.733.612,00 3.733.512,00 0,00
1491 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.733512,00 3.733.512,00 0,00
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 779.662,600,00 772.647.500,00 (7.006.000,00)
241 Sub Bidang Pendidiken 23,400.000,00 23.400.000,00 0,00
21.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Millk Desa (h 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00
21.01 | 52 Belanje Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00
22 Sub Bidang Kesehatan 271.876,600,00 249.676,500,00 (22.200.000,00)
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumfl, Lamsia, Insentif) 18.545.000,00 22.545.000,00 4.000.000,00
2202 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 18.545.000,00 20.045.000,00 1.500.000,00
2202 | 53. Belanja Modal 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2204 Penyelenggaraan Dosa Slaga Kesehatan 233.600.000,00 208.600.000,00 (25.000.000,00)
2204 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
2204 | 53 Belanja Modal 230.000.000,00 205.000.000,00 (25.000.000,00)
2282 Penyofenggaraan Posbindu 19.730.500,00 18.530.500,00 (1-200.000,00)
2292 | s2 Belanje Barang dan Jasa 19.730.500,00 18.530.500,00 (1.200.000,00)
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 349.304.000,00 383.187.000,00 33.083.000,00
2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 33.850.000,00 45.844.000,00 11.994.000,00
2301 | 53. Belanja Modal 33.850.000,00 45844 000,00 11.994 000,00
23.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 57.483.000,00 57.481.000,00 0,00
2302 | 53, Belanja Modal 57 483.000,00 57 483.000,00 0,00
23,08 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorang/Sclokan/Parit/Drainase 29.457.000,00 29.457.000,00 0,00
2305 | 53 Belanja Modal 29.457.000,00 29.457.000,00 0,00
Halaman 3
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ANGGARAN (RP)

BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN T T ( BERKURANG ) SUMBERDANA
1 2 3 4 5 6 7
2312 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 143.514.000,00 165.403.000,00 21.889.000,00
2312 | 53, Belanja Modal 143.514.000,00 165.403.000,00 21.889.000.00
23.14 Pembangunan/Rehabllitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
2314 | 52 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.250.000,00 4250.000,00
2314 | 53, Belanja Modal 85.000.000,00 80.750.000,00 (4.250.000,00)
24 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 96.073.000,00 77.385.000,00 (18.688.000,00)
2414 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasllitas Jamban Umum/MCK umum, 65.835.000,00 77.385.000,00 11.550.000,00
2414 | 52 Belanja Barang dan Jasa 63.735.000,00 75.285.000,00 11.550.000,00
2414 | 53, Belanja Modal 2,100 000,00 2.100.000,00 0,00
24.15 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasllitas Pengelolaan Sampah **) 30.238.000,00 0,00 (30.238.000,00)
2415 | 52. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00)
2415 | 53. Belanja Modal 23.038.000,00 0,00 (23.038.000,00)
26 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 39.000.000.00 39.000.000,00 0,00
2.6.90 Pembuatan dan pengelolaan website desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
26890 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4,500.000,00 0,00
2680 | 53. Belanja Modal 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00
2.6.91 Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan Internet 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
2691 | 52, Belanja Barang dan Jaca 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
3, BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 16.891.000,00 26.841.000,00 9.950.000.00
31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
3.1.80 Dukungan pengelolaan Tim Siaga Bencana atau sebutan lain 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
3.1.80 | 52. Belanja Barang den Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0,00 $.950.000,00 9.950.000,00
3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 0,00 9.950.000,00 9.950.000,00
3303 | 52. Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.950.000,00 9.950.000,00
34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 11.391.000,00 11.391.000,00 0,00
Halaman 4

Printed by Siskeudes 31/03/20273 12.00.64

Scanned with AnyScanner




N (RP
KODE REK URAIAN — ANGOARAN{R )MENJADI ( ﬁiﬁ;ﬁ“’fﬂiﬁ:"] SUMBERDANA
1 2 3 4 5 6 7
3.4.03 Pembinaan PKK 6.391.000,00 6.391.000,00 0,00
3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.301.000,00 6.391.000,00 0,00
3480 Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3490 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 69,685.500,00 73.360.500.00 3.675.000,00
42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 26.085.500,00 12.505.500,00 {12.500.000,00)
4.291 Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok tan! /ternak 25.085.500,00 12.585.500,00 (12.500.000,00)
4291 | 52 Belan)a Barang dan Jasa 12.585.500,00 12.585.500,00 0,00
4291 |53 Belanja Modal 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00)
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9 600.000,00 9.600.000,00 0,00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
44 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0.00 24.675.000,00 24.675.000,00
4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Periindungan Anak 0,00 24.675.000,00 24.675.000,00
4402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24 675.000,00 24.675.000,00
4.5 Sub Bidang Koperasl, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 30.000.000,00 21.500.000,00 (8.500.000,00)
4593 Pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana usaha ekc 30.000.000,00 21.500.000,00 (8.500.000,00)
4593 | 52 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.500.000,00 (8.500.000,00)
8. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak 100.800.000,00 100.800.000.00 0,00
6.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00
5300 | 54. Belanja Tidak Terduge 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00
1082023 12054 ——
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KARANGGEDANG

KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
Sekretariat : Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang, Bruno, Purworejo

BERITA ACARA
NOMOR : 142/8/2023

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sartono,S.Pd - Ketua BPD Desa Karanggedang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD
Desa Karanggedang, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU;

2. Kadikun . Kepala Desa Karanggedang,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Karanggedang, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA,;

menyatakan bahwa :

a. PTHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa
Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023,
yang telah diajukan PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Karanggedang
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.

c. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Bruno untuk dievaluasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
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NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal : Kamis, 13 Juli 2023

Jam :14.00 s.d. 16.00 WIB

Tempat : Balai Desa Karanggedang

Kehadiran ¢ Laki-laki = 27 orang
Perempuan = 1 orang

Susunan Acara : l. Pembuakaan
2. Sambutan Ketua BPFD
3. Sambutan Kepala Desa Karanggedang
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2023
5. Penutup.
Pimpinan Rapat: Nanang Purwanto,S.Pd,MAF

Uraian Jalannya Rapat:
1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Sartono,S.Pd)

- Perubahan APBDes reguler merupakan hal yang biasa yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dalam rangka untuk Penyesuaian anggaran ;

- Beberapa Kegiatan Perlu adanya evaluasi utamanya terkait kegiatan Kegiatan
yvang merupakan kegiatan Fisik mengingat adanya perubahan harga yang
cukup signifikan ;

- Pada Pelaksanaan Dana Desa Tahap 1 , berdasaan Laporan yang disampaikan
Oleh Keala Desa dan Sekdes dalam beberapa pertemuan, BPD sangat Puas
karena Pemerintah Desa dapat Memberdayakan Secara Maksimal sehingga
hampir semua kegiatan Fisik dapat di maksimalkan pelaksanaanya sehingga
sepertinya semuanya ada silpa kegiatan. Hal ini perlu ditingkatkan sebagai
Cadangan anggaran kegiatan untuk hal hal yang sifatnya mendesak dan harus
seperti misalnya adanya bangunan vital yang rusak karena bencana dan lainya.

- Pada Dasarnya BPD siap untuk mendukung evisiensi anggaran apapun yang
penting APBDes tetap mengacu pada regulasi yang sesuai dengan auran hukum
diatasnya ; dan

- Yang sudah dilakukan ditahun sebelumnya dan pada pelaksanaan APBDes
tahun berjalan ditahun ini kami melihat sudah bagus dan lebih maksimal lalu
untuk dipertahankan dan saya yakin sangat mungkin untuk ditingkatkan

3. Sambutan Kepala Desa (Kadikun)

- Menyampaikan bahwa beberapa dana Transfer sudah Masuk Ke RKD
diantaranta DD,ADD Siltap,PD/RD,dan RT/RW ;

- DD tahap Il yang sudah masuk ke RKD akan dilaksanakan setelah Perubahan
guna memastikan kemampuan belanja dan Regulasi yang berkesesuaian ,

- Kegiatan Fisik tetap akan berusaha untuk tidak dikurangi dan bahkan atas
hasil kesepakatan prioritas akan ditambah yakni Jembatan JUT sembir dan
Gorong gorong Plat Kuwang karena memang sangat mendesak agar tidak
berakibat fatal atas putusnya akses jalan Ekonomi; dan

- Kepala Desa memastikan akan meletakkan kepentingan dan kemaslahatan
masyarakat walaupun ada yang perlu dilakukan penyesuaian mengingat adanya
perubahan harga material,barang,dan Jasa

4. Musyawarah Penyepakatan Perubahan APBDes

Materi atau topik dalam rapat tersebut antara lain :

BENORECRO S
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1. Penyampaian Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes Desa
Karanggedang tahun anggaran 2023

2. Pembahasan dan penetapan Prioritas Pembangunan yang di ajukan dalam
Perubahan APBDes tahun anggaran 2023

Adapun yang menjadi ketetapan hasil Musyawarah adalah sebagai berikut :

» Peserta Musyawarah telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 yang telah
diajukan PIHAK KEDUA.

» Kepala Desa bertindak atas nama pemerintah Desa akan memproses
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.

» Kepala Desa bertindak atas nama pemerintah Desa akan menyampaikan
kepada Camat Bruno untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah ditandatangani Berita Acara ini.

5. Penutup/Do’a

» Dacara Musyawarah desa ditutup dengan Doa dipimpin oleh Bpk Ky

Burhanudin (Kasi Pelayanan)

- Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Karanggedang , 13 Juli 2023
Sekretarjs Rapat,

4"
NANANG PURWANTO,S.Pd,MAP MUNSHORIF
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DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2023
Desa . Karanggedang

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KARANGGEDANG

KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
Sekretariat : Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang, Brumno, Purswmeref

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 142/12/2023

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDANG,

Menimbang ©  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal
44 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor
86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor S0
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 170 Ser E Nomor 100), Kepala Desa mengajukan
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang telah dikonsultasikan kepada
masyarakat untuk mendapat masukan kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BFD;

b. bahwa kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa
terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan
Badan Permusyvawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Resepakatan
Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa
Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Punworejo
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 rentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 rtentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kena (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomwor
6573);

————————
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13, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 Tentang Pedoman Pengelolann Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tnhun 2021
Nomor 1424);

14, Peraturan Bupnti Purworejo Nomor 68 Tahun 2018
tentang Daltar Kewenangan Desa Berdasarkan Ilak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Purworejo (Beritn Daerah  Kabupaten Purworejo Tahun
2018 Nomor 68);

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri
E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri
E Nomor 100);

16. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019 Nomor 2);

17. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karanggedang
Tahun 2019 Nomor 3);

18. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun  Anggaran 2023 Desa (Lembaran Desa
Karanggedang Tahun 2023 Nomor 9);

19. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun  Anggaran 2023 Desa (Lembaran Desa
Karanggedang Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 142/8/2023 tentang Kesepakatan Bersama
BPD dan Kepala Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo terhadap Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN
Menetapkan ;
Kesatu :  Menyepakati dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2023;

Kedua : Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU
Keputusan ini kepada Kepala Desa;

Ketiga . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanggedang
Pada tanggal 14 Juli 2023

v SR |
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO

KEPALA DESA KARANGGEDANG
Kantor : Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang KP: 54261

Kepada
Yth. Camat Bruno
di
BRUNO
SURAT PENGANTAR
Nomor : 142/208/2023
JENIS BERKAS YANG
NO. DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
1. Rancangan Peraturan Desa |1 (satu) Dikirim dengan hormat
tentang Perubahan Anggaran | bendel untuk menjadikan
Pendapatan dan Belanja Desa periksa dan untuk di
Tahun Anggaran 2023 evaluasi

*
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s PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

‘g KECAMATAN BRUNO
j‘ Jin Raya Kutoarjo - Wonosobo Km 23 Kode Pos 54261
Telp. (0275) 321493 ext.4202 E-mail kee, bruno@purworejo.go.id
Wecebsite: kcc-bruno,purworcjokub.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR 160.18/68/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
KARANGGEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BRUNO,

Menimbang . a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan
Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan
di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa
Karanggedang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan
yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Camat Bruno tentang Hasil Evaluasi
Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karanggedang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

e —————————————————————————— S
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerash (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5558),
sebagaiman telah diubah telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Republik I[ndonesia
Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1295);

-
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

1. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupau
Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Aset Desa, (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2022 Nomor 101);

12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Benita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86),
sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Bupati
Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 170);

14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Menengah Desa dan Rencana Kenja
Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2020 Nomor 103);

Memperhatikan : 1). Surat Kepala Desa Karanggedang Nomor 142/....
../2023 Tanggal 27 Juli 2023 Perihal Permohonan
Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Karanggedang Tahun Anggaran 2023;

2). Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Terhadap Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang
Tahun Anggaran 2023, Tanggal 31 Juli 2023;

IR
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU . Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa
Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan #ni, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA . Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
Karanggedang Wajib melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa
Karanggedang Tentang Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Hasil
Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan
ini;

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan
Desa Karanggedang Tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi
sebagaimana Diktum KESATU dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa Karanggedang Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa
Karanggedang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Desa, Camat menyampaikan Usulan Pembatalan Peraturan
Desa Karanggedang dimaksud sekaligus mengusulkan
pernyataan berlakunya Pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Karanggedang tahun Anggaran 2023 sebelum
Perubahan;

KEEMPAT . Pemerintah Desa Karanggedang wajib melaporkan
pelaksanaan penyempurnaan, dan penyesuaian Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023
kepada Camat;

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bruno

pada tar),g_g?_;}f:ﬁ Juli 2023
/7% CAMAT. BRUNO,

I ——a

I_' g Y APy Y TR ki

ARURNC

/

“NUR;HUDA,S'STP.,M.IP.

SZPembina Tk. 1
NIP 19820320 200012 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN KECAMATAN BRUNO
DESA ! PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG
Kesesualan
No. Aspek dan Komponen Alat Verifikas| Keterangan
Ya Tidak
1. Aspek Administrasi dan Legalitas
11 Apakah Semua Dokumen evaluasi lelah diterima dari Desa % O Ceklist kelengkapan dokumen
secara lengkap
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau & [ Keputusan hasil Musyawarah BPD Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati
Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat Pembahasan dan Penyepakatan Perdes bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes
waktu tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat | tentang Perubahan APBDesa harus diajukan
tanggal keputusan) kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk
13. Apakah BPD tslah menyepakati Rancangan Perdes tentang E’ O Keputusan hasil Musyawarah BPD Baerdasarkan Permendagr mengenai BPD
APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Pembahasan dan Penyepakatan Perdes
tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat
Berita Acara Hasil Musyawarah)

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas .

kit

/_\/(/)Mz(d. oA, A YW %M L

g labomhime prsbe e peienleg bt gy
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Kesesualan

No. Aspek dan Komponen Alat Verifikas! Keterangan
Ya Tidak

233 Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) O (A% ¢
tahun anggaran (multyears).

234 Apakah balanja Dess yang ditetapkan dalam APBDaan paling & O
banyak 30% dipergunaekan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades
dan perangkat Deaa; 2. Operasional Pemerintahan Desa;
3.Tunjangen dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.

2135, Sittap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan g’ D Peraturan Bupatl tentang ADD atau Perbup
Perangkat Desa sesual yang ditetapkan dslam Peraturan tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan
Bupati/Walikota. Perangkat Desa.

2386. Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta B [:] Peraturan Bupatl tentang ADD atau Perbup
Insentif RT/RW dianggarkan sesual yang ditetapkan dalam tentang penetapan Sitap Kepala Desa dan
Peraturan Bupati\Walikota Perangkat Desa.

237 Alokas! belanja dengan output yang akan dihasilkan logls karena (v a Standsr harga yang ditetapkan oleh
telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis Kabupaten/Kots.

(standar harga).

24, Pemblayaan

241, Apakah penempatan pos pembiayaan lelah sesual dengan EZ/ D
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

242 Apakah ads pos pengeluaren pemblayaan untuk pembentukan D
Dana Cadangan.

243. Apakah pembantukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalsm a D/ Peraturan Desa tentang Dana Cadangan

Peraturan Desa.

Halaman 3
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Kesesumian :
No. Aspok dan Komponen Alst Verifikas! R ptarygan
Ya Tidak

- A Aspek Kebijakan dan Strktur APRDesa/Perubahan APBDesa

1 Umum

2\ Apakah rancangan Pesdas tentang APRDesa/Perubahan O RKP Desa atsu RKFDasa Perubahan ahun
APBDeua disusyn berdassrian RKPDesa/ RKPDesa Perubahan barkenaan
tahun berkenasn

21 Umum

212 Apskah panempatan pos Pendapatan telah sesual dengan o 0O
peraturan parundang-undangan

2.2 Pendapatan

221 Apakah estimarl pandapatan rasional dan realistis. EJ D

222 Apokah eslimas| pendapatan Desa yang bersumbar dari 8 O Perdes terkalt PADeaa (misal Perdes fentang
Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, seta didspatkan Pungutan dif)
aecare lagal dan telah diatur dalam Peraturan Desa

224 Apakah estimes| pendapaten desa yang bersumbar darl Dana & O Perbup/Perwall tentang penetapan alokaal
Tranater rasional dan realists, dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana

Deaa di

23 Bolanja

231 Apakal panempaian pos Balan)s telsh sesuai peraturan m’ O
perundang-undangan yang berlaku

232, Apaksh semus keglatan Belanjs Desa telah sesuni dengan g D Perbup/Perwall tentang Daftar Inventarisasi
Kowenangan Desa Kewanangan Deaa

Halaman 2
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Kesssualan
No. Aspek dan Komponaen Alat Verifikas|
P Yo Tidak
244 Apakah ada pos pengeluaran pambiayaan untuk penyeriaan %) O
modal pada BUMDesa
245 Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sasuai dengan m’ O Paraturan Desa tentang Pambantukan

peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalul Peraturan
Desa den memenuhi nilal kelayakan usaha.

BUMDesa dan hasil analisa kalayakan usaha.

Keterangan I
g

2486 Pade evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan m O
pemblayaan terdapat Silps tahun anggaran sebelumnya
247 Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun D’ [___]

sebelumnya telah digunakan seluruhnya.

Kesimpulan Aspek Kebfjakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa

- )(,M‘Tf/)\m W Pur des

Ay b

Evaiussé cikukan tanggat: 27 '}""f’* NG

Hasil Evaluasi : [Z Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
D Dikembalikan untuk Diperbalki Desa

Ketua Tim Evaluasl ,

Nama : WA’QM‘MJSW o
169600y 11902160
KOs WALA ok TV

NIP
Jabatan

Halaman 4
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasa! 100(b) jo. PP 11 Tahun 201!

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG
STATUS APBDES = PERUBAH

TAMUN ANGGARAN 2023
e — - . 5
Total Belanja Belanja Operasional Balarga Non Operasional
Kode Jenis Belanja o Rupish % Rupish 5
5.1. Belanja Pegawal 260 893.608.00 26988360800 |10000 Q00 0.00
52 Belanja Barang dan Jasa 381 859 305.00 1.309.553.00 033 I L2 TL200 | W|ET
53. Belanja Modal 622 251.360.00 0.00 0.00 822 251.3s00C |100.00
54 Belanja Tidak Terduga 100.800.000.00 0.00 0.00 100.800.000.00 | 700,00
Jumlah 1.384.904 273,00 27 203.171,00 1853 1113701 10200 | [
Bstas Maksimal Biaya Operasional adsleh 30% dan Tolel Belanya Desa Komposisi Belanja Operasicnal 1958 %
Kompcsisi Balania Non Operasional 082 %5
j Tim Eva *m [‘
!
Parat JPRNOR - Paraf - ~_.-~».k:-- SR Paraf . 7 s S
NP 1969032 1997221002 NIP - YHo2 O\ MgEr3 (632 NP 15 LL o312 263721 FOEF
Simpulan Hasil Evaluasi : Ruang catatan unfuk evaluaior APEDesa : o 7 »
: - 7 : . ¢ o C 1, Jen Moo g Ll
§f Diteruskan untuk Disetujul BupatiWalikota Sr3prn pilrgr Lo na O y 2K
[0 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa
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